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BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NoMoR 5$ 1*urA{ J,or1

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat, baik secara
indiyidu maupun keiompok-keiompok yang kurang
beruntung (disadvantage groups), cacat (disabilitas),
korban bencana aiam dan sosiat, keterpencllan,
keterlantaran, penyimpangan prilaku, dan korban tindak
kekerasan yang kondisinya rentan, agar mampu
mengcrnbzurgkar diri ser''ra rlafitpu rnelaksanrakan fungsi
sosialnya dengan baik, maka perlu adanya acuan yang
dapat <iijaciikan pedoman peiayanan kesejahteraan sosiai;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial, Pemerintah Daerah berwenalg membuat kebijakan
yang bersifat lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
dan huruf b diatas maka perlu diatur dalam peraturan
Bupati Tapanuli Sela-tan tentang Penyelenggaraan dan
Penagananan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
I1a l-rr r nafan Tananrrli Qalatan

l.

2.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang cacat (Tarnbahan kmbaran Negara Republik
InCcnesis Tahun L997 Norncr 9, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang
Kesejahteraan l,anjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O2 Norao!: 1O9, Tarnbaha:r L-e.baran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalarn Rumah Tangga
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
i'iomor 95, Tambahan irmbaran iiiegara Repubiik
Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem-
sistem Jaminan Sosial Nasional ( kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 150, tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Internasional Covenaat Economie, Social and
Cultural Rights ( Komitmen Internasional tentang hak-hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya) ( kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557 l;

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
/I amharan l\larrara panrrlrlil. Ih,l^hcsia Tahrrn OOOT I\Iarnnr
t,v..re!qr^.. r ivl,qvrrrr

66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Penaggulangan Bencana (l,embaran Negara Republik
in<ionesia Tahun 2tf,07 I'Iomor 66, Tambahan irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5062);

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20ll tentang
Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convensi On The Rights of Person With
Disabilitas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor i07, Tambahan lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5251);
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14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol1 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial ( kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

15. IJndarg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran negara Republik
Indonesia Tahun 20!4 Nomor" 244 , Tarnb*-an lenrbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5581 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
P-erneri-rrta-ha-n Da,era-h ( Ir.m-ha,ran Ne.gar2r Repuh.lik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5);

16. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 1 Tahun 1980
tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
/r ^-L^-^- l\Ta-^-^ D--',,L1:1. r-l^--^:^ ,T,^L,,- t oorl nr^'-^-
r!E rrr<rr c{ir r\rv6<.r.r r\a- Pq urr^

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3206);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagr Fakir Miskin
(l€mbaran Negara Republik Indonesla 'I'ahun 1981 Nomor
59, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3206);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah ( kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang
c^^^+ I r --1 ^-^- tI^^^-^ D--,,1-l:1. r-,I^--^:^ ,T,^L,,- 1r)rlavc<ual ( rrL6Ear Er r\ll/qrrur\

Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Podoman Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia 'l'ahun 2U16 Nomor 64, Tam-bahan krnbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42.
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ( l,embaran Negara
D--,,Lt:I, r-l^*^^;^ 'n^L,,- on t o I\I^-^- 4,a 'r^-L^L^-r \EPq vr rr\
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( i-emabaran Negara Republik indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repu SIik Indonesra Nomor 5887);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

25. Keprrtusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentarg
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan
Kacaiahtaraan Sncial Pan.rand arr c Oanat'

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggar'an Penriapatan darr Beianja
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
i,iomor 450 ), sebagaimana teiair tiiubah beberapa kaii
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peratural
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2C11 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Berrrurrr'[.rei' ciari Arrggzuarr Perrdapalarr <larr Belarrja. Daeralr
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
s41);

27.Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dari Sumber
Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Pepublik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 567);

28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2Ol2 tentang
Pedornan Pelavanan Sosial l^anirrt I lsia IRerita Neqara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang
Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh
[.embaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor l2l7\;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Nesa-ra- Penublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2o361'

31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2Ol2 tenlang
Pectoman Penciataan dan Pengeto.iaan L)ata Penyanciang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan (kmbaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Seiatan
Nomor 141), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapaluli Selatan
Nomor 20);
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33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas dan
Fungsi serta Tata Keq'a Perangkat Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2016 Nomor 659);

34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016
fFrrfano IJrqiqn T\rcrqsr dan F'rtr,osi <erfa Tala I(eri a T.)inac
Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2O16 Nomor 668);

MEMUTUSK'AN:

I\{enetapkan PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG
PENYELENGGARAN PENANGANAN PEI{YANDANG
IiIAqAI AI] L,E.E E. IA Lf,].E.P A AI\I qr\QIAI NI IZ AEITTDA'FE.I{

TAPANULI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut

azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
r-l^---:^ ,n^L,,* 1 .|,4 <.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;

5. Dinas Sosial Daerah adalah Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan;

6. Penyelerrggara Kesejahteraan Sosial adalah upaya terpadu, terarah dan

berkelanjutan dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi

kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial,

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
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7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material

^--:+,,^1 J^- ^^^l^'l -.-^--^ l\T^-^-^ ^^^- l^-^. l^- 
-^--.. - ^ - - ^ - 

1^ ^ - -'l - ^ -rPr rLqa,l, Lrd,rr srrsrclr war5a rrESaJ a, a,6d,r ua.yd,L Lrdrt lrtarrryu jt'nalrS(,,rr, r],a,1'.rElr,an]

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;

8. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,

spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;

9. Rehabilitasi sosial adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorErng mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

wajar tlalam kehiclupan masyarakat;

10. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah

dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;

11. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai

daya, sehingga mampu memenuhi hidupnya secara layak;

12. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

13. Standar Sarana dan Prasarana penyelenggaran Kesejahteraan sosial

adalah ukuran kelay'akan harus dipenuhi secara minimum bark mengenai

pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam peyelenggaran

Kesej ahteraan Sosial;

14. Perlindungan Sosia1 adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah

dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;

15. Penanganan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai

sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar seperti; sandang, pangtrr , perumahan, kesehatan,

pendidikan dan pekerl'aan yang layak bagi kehidupan dirinya dan /atau
keluarganya;

16. Penyandang Disabilitas Sosial adalah orang baik secara bawaan lahir, sakit

dan/ atau karena aktivitasnya mengalami disabilitas perrnanen tidak dapat

melakukan aktivitas sebagaimana mestinya serta kehilangan sumber

pendapatan bagi kehidupan yang layak untuk dirinya atau keluarganya;

17. Anak Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang mengalami

gangguan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya

karena orang tuanya miskin/ tidak mampu sehingga tidak dapat

melakukan kewajibannya sebagai orang tua;

18. Anak Terlantar adalah anak usia sekolah tidak terpenuhi kebutuhan dasar

hidupnya dengan wajar karena orang tuanya miskin/tidak mampu, salah

satu/kedua orang tuanya meninggal dunia/tidak harmonis;
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19. Anak Nakal adalah anak usia sekolah berprilaku menyimpang dari norma/
l-^L;^^^^- ,,^-^ L^-1^l-, I.; 

-^^..^-^l-^+ 
l:--l-,,--^- ^^^:^t--,^ ^^L'KC Oiasaziii Jaiit oeriaNu aii masjaranial, iing*iunga-ri sosiainya senii:igga

merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain yang dapat mengganggu

ketertiban umum;

20. Anak Jalanan adalah anak usia sekolah yang menghabiskan sebagian

besar hidup dan waktunya di jalanan dan tempat umum untuk mencari

nafkah;

21. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita remaja/ dewasa, sebelum

menikah / landa tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya;

22. I.anjwt Usia Terlantar adalah seseorang berusia diatas 60 tahun yang tidal<

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani,

rohani, maupun sosialnya;

23. Korban Tindak Kekerasan adalah anak, wanita, lanjut usia yang terancam

secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan

diperlakukan salah/ tidak semestinya baik oleh keluarga maupun

lingkungan sosialnya;

24. Penyandang Cacat (disabilitas) adalah seseorang yang mengalami kelainan

baik penglihatan, pendengaran, fisik, maupun mental sehingga mengalami

gangguan / rintangan/ hambatan bagi dirinya dalam melakukan aktifitas

hidupnya;

25. Tuna Susila adalah adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual

baik dengan sesarna jenis atau lawan jenis yang bukan suami/isteri

dengan tujuan untuk mendapatlan imbalan materi/jasa;

26. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara

meminta-minta ditempat umum mendapatkan belas kasihan dari orang

lain;

27. Gelandangan adalah seseorang / sekolompok ya.rg hidup tidak sesuai

norna yang berlaku dimasyarakat karena tidak memiliki mata

pencaharian, dan tempat tinggal yang tetap;

28. Bekas Warga Binaan lcmbaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang

telah selesai / segera mengakhiri masa hukuman/masa pidananya,

mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan

sosialnya;

29. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang menggunakan

narkotika danr ?at-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras tanpa

sepengetahuan dokter yang berwenang;
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30. Keluarga Fakir Miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak
*^--,,-,.^: ^,,*l^^- *^+^ -^-^^L^.-,:^- ^^L:-^-^ +:l^l- 

-^-^-..1^:ur(-rrrlJ Lr r rJv d.r isLrrurr(-I rua.r.a. lrcirLarra.r ra.rr iJrrrrrrlr<a Li'ira.r\ rrrdrirPu iiiEiiir:rrrrirr

kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya;

31 . Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang memiliki kondisi

rumah / lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara

fisik, kesehatan, maupun sosialnya;

32. Keiuarga Bermasaiah Sosial Psikologis adalah hubungan keluarga antara
crrarni ictpri dan analz-analznrra lzrrrano carasi sphinocra ftlcrae rien firno<i

keluarga itu tidak be{alan wajar sebagaimana mestinya;

33. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat
lokal dan terlre.ncar serta kurang atau helum terlihat dalam jaringan dan
pelayanan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik;

34. Korban Bencana Alam adalah perseorangan / keluarga / sekelompok
masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa
bumi baik telrtonik / letusan gunung berapi / tanah longsor, banjir karena
kerusakan aJam / tsunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya
yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial
ekonomi lainnya;

35. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan/keluarga/
sekelompok masyarakat yang menderita akibat kerusuhan sehingga
mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya baik
secara fisik, mental, maupun sosialnya;

36. Korban Migran Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekerja dan
bertempat sementara diluar tempat tinggal dimana asal orang tersebut
menetap, permasalahan sosial dan terlantar;

37. Orang dengan HIV/AIDS, (ADHA) adalah seseorang berdasarkan
rekomendasi dokter, atau laboratorium terbukti tertular HIV/AIDS
sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh dan hidup terlantar.

38. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang menikah (5 tahun usta
pernikahan) mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar;

39. Pekeqja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekeda, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi
pekeiaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekery'aan
sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial;

40. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih
secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial danlatau seseorang yang beke{a, baik di
t embaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di
bldang keseJahteraan sosral;
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4 I . Tenaga l(esejahteraan Sosial l(ecama'.an adalah seseorang i-ang dibe;.i

tugas untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan

Sosial, terlibat bimbingan dan penyuluhan sosial, pengembangan jejaring

dan koordinasi di tingkat Kecamatan;

43. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosiai adaiah individu, kelompok,
lembaga kesejahteraan osial dan masyarakat yang terlibat dalam
penyeien ggaraan kesejah teraan sosiai;

44. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi atau perkumpulan sosiai
yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum;

45. Keberfungsian Sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga,
kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial)
dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan
sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan;

46. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang,
keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,
kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan
karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan
lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya
fiasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan,
kesulitan dan gangguan. tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran,
disabiiitas, ketunasosialan, keterbeiakangan, atau keterasingan dan
kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang
mendukung atau kurang menguntungkan ;

47. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang
berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung
atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau
alam, untuk yang bersifat manusiawi atau sosial meliputi : Pekeda Sosial
Masyarakat, Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Dunia Usaha;

48. Peke{a Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan
instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya;

49. Pekeqa sosia-l masyarakat adalah warga masyarakat bark perorangan
maupun kelompok yurng mempunyai minat perhatian, kemauan dan
kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan
sosial atau mengabdi di bidang kesejahteraan sosial;

42. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik
berlatar beiakang pekerjaan sosiai maupun bukan beriatar beiakang
pekeq'aan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang
sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak senaliri dengan
atau tanpa imbalan;



50. Pekela sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi
peke{aan sosial, dan kepedulian dalam peke{aan sosial yang diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekeq'aan
sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial;

51. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah tembaga
Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan
Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbacian
hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

a. Kesetiakawanan;

b. Keadilan;

c. Kemanfaatan;

d. Keterpaduan;

e. Kemitraan;

f. Keterbukaan;

g. Akuntabilitas;

h. Partisipasi:

i. Profesional;

j. Keberlanjutan;

D^^^l 2

TUJUAN PENANGANAN KESE.IAHTERAAN SOSIAL

Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masaiah kesej ahteraan sosiai;

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan;

e. iderrhrgkatkrrrr kualii-as rnatrajerrren perryeienBBzua.zur kesejairieraarr scrsiai;

l0
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f. Agar sasaran kegiatan disusun berdasarkan data base PMKS yang setiap
tahunnya harus diupdate melalui validasi data di Kecamatan, Kelurahan
dan Kampung.

BAEI III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

(1) Dalam penyelenggaraan
Bertanggung Jawab :

Pasal 4

kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah

a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Melaksanakan penyelengg€rrzan kesejahteraan sosial di
daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;

c. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang
rrrenyeierrgganakarr kesejaifleraan sosiai;

(2) Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah
Kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial
dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati
kehidupan yang layak.

(3) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang
masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada atyat (1), Pemerintah
Daerah wajib melakukan :

a. Pendataan;

b. Asesmen dan seleksi;

c. Bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;

d. Pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;

e. Fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan
ke{a;

f. Fasilitasi pemasaran hasil usaha;

^ D^^:I:+^^: +--^^^ l.-;^.
6. r crrlrr LoL1 lJ\-rr(-urP<^Lcrrr LEr rdSa rrr,rJc.,

h. Peningkatan der4lat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat
tinggal;

i. Peningkatan rasa arnan dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
meliputi:

a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat
lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di
bidang kesejahteraan sosial ;

'b. Kourriinasi peizrksanaan proBrarr penyeienggeuazrn kesejahteraan sosiai;
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c. Pemberian izln dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran
bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

d. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;

e. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosia;

f. Penggalian, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber
kesej ahteraan sosiai (PSKS); rian

g. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan
mengoptimalisasikan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari
unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang
lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan
npnrralan arrara an Laaaiah+araan cnsial vann rnalinrr+i .

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan dan penanganan;

c. Pembinaan dan pengawasan;

d. Penerapan sanksi atas pelanggaran;

e. Evaluasi dan pelaporan.

manaJemen

t?) ,Pe.ren ca-n a-a,n keseja-h tera-a,n .sosia,l clil a,ksa,na,ka-n oleh insta-n si y.a,ng

menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial;

(3) Pelaksanaan dan penangan€rn kesejahteraan sosial dilakukan
l.^^-l:-^+:f ^l-1, :- -+^ - -: -^-^-^^-:rJL-ear.a J tu,6 rrlErr(ur6cu!

ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan
infrastruktur;

(4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
sosiai <iiiakukzm <ieilKepaia Daerah.

(5) Kepala Daerah dalam mel,akukan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat
yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat
n^^-^L

(6) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan
sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan
Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
rz^.^-.-^-^- 

-^^..^-^t.^. 
:-^+^-^: ^-: ,,-,,^^- ^^^i^l l^- ,/rruaui'iLi iltiia,rr ur<rr.rJ or q,ho,!, rr rroLar'^Dr J a.rr6 rrlEraa.rrBo,r'u qr rrraar'r rr\.rsrEtr 'r:rciJ r /

atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundangan-
Undangan.
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(7) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan
oleh penyelenggara kese.; ahteraan sosral.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

(1) Permasalahan Kesejahteraan Sosial Meliputi :

a. Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang

meliputi Disabilitas Fisik (Tuna Daksa). Disabilitas Mental (Tuna

Grahita), Disabilitas Fisik dan Menta1 (Cacat Ganda), dan Disabilitas

Mata (Tuna Netra), serta Orang Dengan Kecacatan IGonis (ODKK) dan

Orang Dengan Kecacatan Berat (ODK), Anak Dengan Kebutuhan

Khusus

b. Tuna Sosial yang meliputi Gelandangan dan Pengemis, Orang

Terlantar, T\rna Susila, Waria, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Eks

Narapidana, ODHA (orang dengan HIV/AIDS) ;

c. Perlindungan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT), eksploitasi dan diskriminasi ;

d. Korban Perdagangan Manusia (Traficking) ;

e. Pencegahan, Pembinaan, dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Balita

Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terancam Putus Sekolah, Anak

Bekerja Dibarvah Umur, Anak Nakal, ,{nak Jalanan, dan Korban

Penyalahgunaan Napza, Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah

Hukum;

f. Lanjut Usia Miskin/Terlantar, dan Keluarga Miskin Meninggal Dunia ;

g. Korban Bencana Alam, Banjir, Bencana Kebakaran, dan Bencana

Kerusuhan Sosial ;

h. Pekeq'a Migran Bermasalah Sosial ;

i. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (K{T, Pemberdayaan

Kelembagaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ;

j. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ;

k. Rehabilitasi Bantuan Rumah Kurang Layak Huni (ALADIN);

l. Keluarga Bermasalah Kejiwaan (Psikologis) ;

m. Perlindungan Korban Bencana AIam Banjir , Bencana Kebakaran, dan

Bencana Sosial;

n. Pemberian izin Pengumpulan uang atau barang skala kota;

(2) Permasalahan sosial lainnya selain dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.
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Pasal 9

Bentuk Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial meliputi :

a. Rehabilitasi Sosial Dalam Panti dan Luar Panti ;

b. Sosialisasi dan Pemberdayaan Sosial ;

c. ?elahhan Keteramprllan ;

d. Perlindungan dan Bantuan Sosial ;

e. Jaminan Sosial ;

f. Pendampingan peserta / klien ;

E Pengi:iaan klien ke panti.di !ua:'daeral ;

h. Perencanaan Program dan Kegiatan;
i. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB V
RUANG LINGKUP PENANGANAN KESE"]AHTERAAN SOSIAL

Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:

(1) Memberikan Pelayanan Rehabittasi Sosial untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

(2) Memberikan Pelayanan Rehabilitasi sosial secara persuasif, koersif, baik
dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial;

(3) Penanganan Rehabiliiasi sosial ditujukan kepada seseorang yang
mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial,
penyimpangan perilaku, anak miskin terlantar dan putus sekolah, anak
korban napza, tindak kekerasan dalam keluarga, lanjut usia miskin /
terlantar, dan pembinaan eks napi;

(4) Pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi :

a. Penyandang Disabilitas Fisik (Tuna Daksa) ;

b. Penyandang Disabilitas Mental (Tuna Grahita) ;

c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental ;

d. Penyandang Disabilitas Mata (Tuna Netra) ;

e. Tuna Susila ;

f. T\rna Wisma ;

g. Gelandangan;

h. Pengemis;

i. Eks Penderita Penyakit Kronis ;

j. Orang dengan Kecacatan Berat ;

k. Eks Narapidana ;

l. Eks Psikotik ;

Pasal 10
REHAI}ILITASI SOSIAL
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m. Pengguna Psikotropika Sindroma Ketergantungan ;

- D^-^^-^l^^- D^--.^t^l--.-^^.^ f,r^-'1,^+:t-^ D^:1,^.-^-:l-^ .l^- .7^t A):1-+:err. .l vrr\-v5,a,r rar r r Errlara.l16,qrrcra,rr rtdl.r r\\JLrr\a,, Io1^\JLrvPrAa,, ua,r-r lrdtL rrur'ALrr

(Napza) ;

o. Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno

Defisiency Syndrome ;

p. Korban Tindak Kekerasan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

(KDRT);

q. Korban Perdagangan Orang (trafiking) ;

r. Bantuan langsung tunai Keluarga Miskin, Lanjut Usia ( > 6O tahun)

terlantar/ miskin dan meninggal dunia ;

s. Peke{a Migran Terlantar ;

t. Anak Miskin, Anak Terlantar, Anak dan Remaja Putus Sekolah, Anak

Nakal, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

(5) Bentuk Pelayanan Kegiatan meliputi :

a. Pelayanan sosial di rumah (home care services) seperti diagnosis dan

perantara untuk penempatan dalam institusi sekolah, rujukan

pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanaa alat bantu khusus bagi

penyandang disabilitas;

b. Pemberian alat bantu disabilitas;

c. Bimbingan ketrampilan kerja, praktek bela-jar keqja serta pemberian

bantuan usaha ekonomi produktif secara kelompok (KUBE) dan

individu serta pengembangan budaya kewirausahaan ;

d. Perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan

fasilitas pelayanan public;

e. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan / atau dengan nama lain,

dan sembako bagi penyandang disabilitas.

(6) Penanganan penertiban masalah gelandangan, pengemis, dan wanita tuna

susila dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Prqja.

l)^-^l 1 r

PEMBINAAN KESDJAHTERAAN SOSIAL

Pembinaan Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk

memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang

mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya secara mandiri;

1
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2. Meningkatkan peran serta lembaga dan / atau perseorangan sebagai

^^.^-^: l^- ^.,-r-^- I^--^ J^l^- -^-..^l^--^^-^^- l-^^^j^L+^-^^- ^^^:^1.P\rLVrrDr \rcLlr DUlrrrusl ua,J d. rrcLra-ur ysrrJrgrgrrSEa.r d.a-r'r t\vt gJd,rr r\rr aa.r r iJvsla.r,

3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial didasarkan atas kriteria dan sasaran

pelayanan dan pembinaan sosial sebagai dimaksud angka 1 pasal ini
sebagai berikut :

a. Berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal (sandang,

pangan, papan) ;

b. Tidak memiliki pekeq'aan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar

minimalnya;

c. Keterbatasan terhadap keterampilan untuk bekerja;

d. Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar ;

e. Keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha ;

f. Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Kelembagaan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan pedesaan dan

perkotaan.

g. Pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

(KUEP);

h. Korban Bencana alam, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusuhan

Sosial.

4. Bentuk Pelayanan Pembinaan Sosial antara lain :

a. Diklat Keterampilan Wirausaha dalam/ luar daerah;

b. Bantuan sembako, dan peralatan sesuai kebutuhan guna usaha;

c. Kegiatan pendampingan klien keluar daerah;

d. Monitoring, Evaluasi, dan Laporan klien.

Pasal 12

BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA

Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana, mempunyai fungsi :

(1) Penyelenggaraan l(esejahteraan Sosial dalam Pelayanan Bantuan sosial

dan Penanganan Bencana diarahkan untuk mencegah dan menaagani

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami

guncangan / kerentanan sosial, dan bencana alam/bencana

kebakaran / bencana kerusuhan sosial agar keberlangsungan hidupnya

dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
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(2) Pemberian Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana mengacu pada
'l -.-.i +^--.: ^ l^- ^^^^-^- -^l^-.^-^.^ 1-^-...^- ^^^j^l l-- -^-^--^-^- l-^-iifiLci ia ijiiii iiiiii.ij iiii peiayanaii Daniuan sosiai cian pena.nganaii Dencaiia

meliputi:

a. Ketidakmampuan sosial ekonomi guna mendapatkan hidup layak;

b. Korban Bencana alam, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusuhan

Sosial

c. Perlindungan sosial Korban Pekeq'a Migran Terlantar;

d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE;

e. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);

f. Penyiapan data untuk Peserta BPJS bagi keluarga miskin

g. Bantuan material untuk membangun rumah layak huni bagl

masyarakat yang rumahnya tidak layak huni;

h. Bantuan pemulihan fisik dan fisikis bagi masyarakat yang terkena

bencana alam, bencana kebaran, dan bencana kerusuhan sosial;

i. Dan bantuan lainnya terkait dengan masalah bencana.

(3) Bentuk pelayanan yang diberikan berupa ;

a. Pelayanan Administrasi, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ;

b. Bantuan logistik bagr korban bencana alam, kebakaran, dan

kerusuhan sosial ;

c. Bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan dilapangan dengan

menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL

Pasal 13

(1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :

1. Ir{emberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang

mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi

kebutuhannya secara mandiri;

2. Meningkatkan peran serta lembaga dan /atau p€rseorangan sebagai

potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas

dilakukan melalui :

1. Peningkatan kemauan dan kemampuan ;

2. Penggalian potensi sosial dan sumber daya sosial ;
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3. Penggalian nilai-nilai dasar dalam penyusunan standar norna ;

, D^-',t-^-.:^- ^t,^^^."r. I vr r r \rrgr'ra.r r a-Nlargs,

5. Pemberian bantuan usaha.

Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk :

a. Diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi ;

!- n^l^..:t- ^- t-^.^-^--:1^- t-^--^.^--:.u. r gra.Lllrd-rr 
^grgr'4r1rPrl411 

ArJrlrlrgtgl tsr ,

c. Pendampingan;

d. Pemberian stimulan modal, perdatan usaha dan tempat usaha;

e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

f. Supervisi dan advokasi sosial ;

g. Penguatan keserasian sosial ;

h. Penataan lingkungan ; dan

i. Bimbingan lanjut.

BAB VII
JAMINAN SOSIAL

Pasal 15

(1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim

piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik (daksa),

mental (grahita), frsik-mental, netra, eks penderita penyakit kronis, orang

dengan kecacatan berat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial

ekonomi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi;

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan

dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung

berkelanjutan, diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai

sistem jaminan sosial nasional;

(3) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan

kepada seseorzrng yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya

kepada orang lain;

(4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk

pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial;

(5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai

dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14
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BAB VIII
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 16

(1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan

/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
r^-^^-'r.^L,,+,,L^- raSar minimal.uerrS(!r

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada

dalam keadaan tidak setabil yang te{adi secara tiba-tiba sebagai akibat

dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam dan fenomena

alam.

(3) Perlindungan sosial dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

^ D^-+,, ^- A ^-:^I.

b. Advokasi Sosial;

c. Bantuar Hukum;

Pasal 17

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bersifat

sementara dan / atau berkelanjutan dalam Lrentuk :

a. Bantuan Langsung;

b. Penyediaan Aksesibilitas;

c. Penguatan Kelembagaan;

(2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) cllbenkan pacia saat te{adr guncangan dan kerentanan sosral secara

tiba-tiba sampai keadaan stabil;

(3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2)

diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

(4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

(5) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) berupa :

a. Sandang, pangan, paparr ;

b. Pelayanan kesehatan ;

c. Penyediaan tempat penampungan sementara ;



20

d. Pelayanan terapi psikososial dirumah perlindungan ;

^ Ir^--.,.-^,i ._c. '\, dtr:rE, 'ELar'rd-r ,

f. Keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan

kepemilikan;

g. Penyediaan kebutuhan pokok murah ;

h. Penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat ;

i. Pemberian biaya pemakaman bagi orang miskin dan/ Pejabat Negara;

j. Pemberial Administrasi keperluan sekolah dan bea siswa.

Pasal 18

Advokasi sebagaimana dimaksud pasal 18 a_vat (.3) dimaksudkan untuk
melindungi dan membela Orang miskin, keluarga/kelompok tidak mampu,
Aatt / alart anak rlitrarrrah rrtnrrr rrano tret"rnasaloh hrrlzrrrn rzono dila--.-.
haknya.

Pasal 19

(1) Bantuan hukum sebagnimama dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3)

diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang

menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam

maupun di luar pengadilan.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IX
DLANryIIEIII\TAI\I DElDE'I\I'T  I\I A   I\I DDr\/-}DAI\' N I\T YETl'!I ATIA I\I

Pasal 20

(1) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang
l.'l^1.^^-^1.^.^ n:-^^ cr^^:^l .i:^..^,.- l^^-l^^^-1-^- t-^+^-...^-(lll4rl.sanrd,l\laJl t Illdls D(rstdu !r.rsLr'sLul l,cr (16(san r\al1 t\cLcl-tLl.ra:lr f craLLttall

Perundang-Undangan yang berlaku, selaras dengan kebijakan
naml.anor rrratr Nasinnol rlan Flaarah aarta mamnarlratiLah hilai-hiloi

kearifan lokal masyarakat Tapanuli Selatan ;

(2) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan Dinas Sosial disusun berdasarkan Data Base Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) yang bersumber dari Data KampunglData. Kelurahan dan

diketahui oleh Camat setempat sepanjang menyangkut data orang miskin,

sedangkan untul< data penyandang disabilitas dan data lainnya dapat

dilaksanakan oleh Dinas Sosial ;
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(3) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

dilaksanalan Dinas Sosial diata.hlian untuk peain*a.tan kualitas hidup

para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kemandirian

masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat;

(a) Untuk mendapatkan data yang valid, setiap tahunnya harus dilakukan

update data.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkari Pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan PenempatannS'a dalam Berita daerah f,abupaten Tapanuli Sela.tan .

Ditetapkan di Sipirok
padatanggal lO JVVI 2rl?
BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tansgal lo juL I %l?
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ? 3 I

At'l

:* -f
sesuai dengal asliny,a

KEPAI"A BAGTAN HUKUM,
T

H

SEIDA

NIP. 1

M
1995031002


